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of this chapter).
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Trust Indenture Act of 1939, the Investment Company Act of 1940, and the electronic filing rules and regulations under these Acts.

2. Preparation of Form SE.
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exemp- tion must include the legend required by Rule 202(c) (§232.202(c) of this chapter). If you submit the paper e~ibit in this
manner, you will have satisfied any requirements that you file the exhibit with, provide the document with, or have the document
accompany the electronic filing. This instruction does not affect any requirement that you deliver or furnish the information in the
exhibit to persons other than the Commission.
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REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RA.HMAT TUHAN YANG MAI IA ESA

PRESIDEN REPUBLIK II~IDONESIA,

iVienimbang a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara

yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Undang-

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

negara dan kemampuan dalam menghimpun

pendapatan negara dalam rangka mendukung

terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berketanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional;

c. bahwa .. .
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta
melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Noillor 17 Tat~ur~ 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
l:,embaran Negara RepuUlik Indonesia Norrior 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Taanbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas tlndang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20.18 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6187);

Dengan...
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan tJNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN AIVGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri
atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan
Pajak, dan Penerimaan Hibah.

3. Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan
negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri
dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak
penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang
dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,
pendapatan pajak bumf dan bangunan, pendapatan
cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

5. Pendapatan Pajak Perdagangari Internasional adalah
semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan
bea masuk dan pendapatan bea keluar.

6. Penerimaan .. .
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6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah
Pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan Sumber
Daya Alam, pendapatan dari Kekayaan Negara
Dipisahkan, pendapatan PNBP lainnya, dan pendapatan
Badan Layanan Umum.

7. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik
dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh
dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan
yang tidak mengikat, baik yang berasal Bari dalam negeri
maupun dari luar negeri.

8. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang
terdiri al.a5 t~elaiija Pcciiet'itilali PlaSd~ cld~~ Trd~iSfer ke
Daerah dan Dana Desa.

9. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja
Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan
fungsi pelayanan uznum, fungsi pertahanan, fungsi
ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi
perlindt~ngan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan
fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata,
fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi
perlindungan sosial.

10. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah
belanja F'emerintah Pusat yang dialokasikan kepada
kementerian negara/lembaga dan Bagian Ariggaran
Bendahara Umum Negara.

11. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah
belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk
mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran
kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.

12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian
dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada
perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak
ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang
bersifat strategic atau menguasai hajat hidup orang
banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

13. Transfer . . .
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13. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara
dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal
berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana
Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta.

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri
atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

15. Dana Transfer Umum adaiah Jana yang bersumber dari
APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

16. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah
darYd yang bersuniber dari APBN kepai~a ildea•ah
berdasarkan angka persentase tertentu Bari pendapatan
negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.

17. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah Jana yang bersumber dari dalam APBN kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1 ~. Dana Transfer Khusus adalah dana yang bersumber dari
APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik
yang merupakan urusan daerah.

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional.

20, Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID
adalah dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikaxi kepada daerah tertentu berdasarkan
kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau
pencapa.ian kinerja tertentu di bidang tata kelola
keuangan daerah, pelay~nai~ ~,zma~~~m pemerintahan,
pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan mas~ar~kat.

2l. Dana. . .
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21. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari
APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus
suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang=
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Uridang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-
Undang Noxnor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh.

22. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi
Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disebut
DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur.

23. Dana Keistimewaan Daerah Istimesva Yogyakarta adalah
dana yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan
urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

25. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas
pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya,
pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun
anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,
dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya.

26. Sisa .. .
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26. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya

disebut SiLPA adalah selisih lebih 
realisasi pembiayaan

anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi

dalam satu periode pelaporan.

27. Saldo Anggaran Lebih yang se
lanjutnya disingkat SAL

adalah akumulasi neto dari SiLPA dan Sisa Kurang

Pembiayaan Anggaran tahun-tahun 
anggaran yang lalu

dan tahun anggaran yang bersangku
tan setelah ditutup,

ditambah/dikurangi dengan koreksi
 pembukuan.

28. Surat Berharga Negara yang se
lanjutnya disingkat SBN

meliputi Surat utang negara dan surest
 berharga syariah

negara.

29. Surat Utang Negara yang sel
anjutnya disingkat SUN

adalah surest berharga berupa surest 
pengakuan utang

dalam rnata uang rupiah maupun valuta 
asing yang

dijamin pembayaran bunga dan p
okoknya oleh Negara

Republik Indonesia sesuai dengan mes
ses berlakunya.

30. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya

disingkat SBSN atau dapat disebut s
ukuk negara adalah

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset

SBSN, baik dalam mates uang rupi
ah maupun valuta

asing.

31. Bantuan Pemerintah Yang Belum
 Ditetapkan Statusnya

yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah bantuan

Pemerintah berupa BMN yang berasal
 dari APBN, yang

telah dioperasikan dan/atau digunakan aleh Badan

Usaha Miiik Negara berdasarkan Berita Acara Serah

Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan

keuangan kementerian negara/lembaga 
atau pada Badan

Usaha Milik Negara.

32. Penyertaan Modal Negara yan
g selanjutnya disingkat

PMN adalah pemisahan kekayaan n
egara dari AFBN

untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara

dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta

lembaga/badan lainnya, yang pengel
olaannya dilakukan

secara korporasi.

33. Barang .. .
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33. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

34. Dana Bergulir adalah Cana yang dikelola oleh Badan
Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan
digulirkan kepada masyarakat/ lembaga dengan tujuan
untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

35. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh
Pemerintah yang diperoleh Bari pemberi pinjaman dalam
negeri yang hares dibayar kembali dengan persyaratan
tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

36. Kewaiiban Penjaminan adalah kewaiiban yang menjadi
beban P~merintah akibat pemberian jaminan kepacia
kementerian negara/ lembaga, Pemerintah Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah
dalam hal kementerian negara/lembaga, Pernerintah
Daerah, Badan Usaha Milik 1Vegara, dan Badan Usaha
Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi
kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha
sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerja sama.

37. Pinjaman Luar Negeri Neto adalah semua pembiayaan
yang berasal dari penarikan pinjaman Iuar negeri yang
terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan
dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri.

38. Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam
bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk
pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio
utang.

39. Pinjaman Kegiatan adalah pinjaman luar negeri yang
digunakan untuk pembiayaan kegiatan tertentu
kementerian negara/lembaga, pinjaman yang
diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan/atau
Badan Usaha Milik Negara, dan pinjaman yang
diterushibahkan kepada pemerintah daerah.

40. Pemberian . . .
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40. Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara,

lembaga, dan/atau badan lainnya yang hares dibayar

kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

41. Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran

pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan BA

BUN, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke

daerah dan dance desa, dan alokasi anggaran pendidikan

nnelalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji

pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan

kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan

pendidikan yang menjadi tanggung ~awab Pemerintah.

42. Persentase Anggaran Pendidikan adalah perbandingan

alokasi anggaran pendidikan, terhadap total arYggaran

belanja negara.

43. Tahun Anggaran 2019 adalah masa 2 (sate) tahun

terhitung mulai Bari tanggal 1 Januari sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran

Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2019

direncanakan sebesar Rp2.165.111.815.814.000,00 (duce

kuadriliun seratus enam puluh lima triliun seratus sebelas

miliar delapan rates lima belas juta delapan rates empat belas

ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

a. Penerimaan Perpajakan;

b. PNBP; dan

c. Penerimaan Hibah.

Pasal 4 .. .
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Pasal 4

(1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.786.378.650.37 .000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus
delapan puluh enam triliun tiga ratus tujuh puluh delapan
miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan

b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2) Pcndapatan Pajak Dalam I~tegeri sebagaimana dimak~ud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
1~p1.743.056.850.376.000,00 (satu kuada-ili~un tujuh ratus
~mpat puluh tiga triliun lima puluh enam miliar delapan
rates lima puluh juta tiga rates ttxjuh puluh enam ribu
rupiah), yang terdiz-i atas:

a. pendapatan pajak penghasilan;

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa
dan paj ak penjualan atas barang mewah;

c. pendapatan pajak bumf dan bangunan;

d. pendapatan cukai; dan

e. pendapatan pajak lainnya.

(3} Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
Rp894.448.650.110.000,00 (delapan rates Sembilan puluh
empat triliun empat rates empat puluh delapan miliar
enam rates lima puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah)
yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung
Pemerintah atas:

a. komoditas pangs bumf sebesar
Rp 1.942.890.000.000,00 (sate triliun Sembilan rates
empat puluh dug miliar delapan rates Sembilan puluh
juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan;

b. bunga .. .
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b. bunga, imbal basil, dan penghasilan pihak ketiga atas

jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam

penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran

SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa

konsultan hukum lokal, sebesar

Rp8.846.120.000.000,00 (delapan triliun delapan ratus

empat puluh enam miliar seratus dua puluh juta

rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan;

c. penghasilan Bari penghapusan secara mutlak piutang

negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian

Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekenin~

Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan

llaerah Air Minuiii scUesar P.p8.425.156.000,00

(delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta

seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan; dan

d. pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh

rupiah murni sebesar Rp472.736.000,00 (empat ratus

tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu

~__ rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

(4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan

pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar

Rp655.394.900.106.000,00 (enam ratus lima puluh lima

triliun tiga ratus sembilan puluh empat miliar sembilan

ratus juta seratus enam ribu rupiah).

(5) Pendapatan pajak bumf dan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp19.103.600.160.000,00 (sembilan betas triliun seratus

tiga miliar enam ratus juta seratus enam puluh ribu

rupiah) .

(6) Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d direncanakan sebesar Rp 165.501.000.000.000,00

(seratus enam puluh lima triliun lima ratus satu miliar

rupiah).

(7) Pendapatan .. .
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(7) Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada
~yat (2} huruf e direncanakan sebesar

Rp8.608.700.000.0~0,00 (delapan triliun enam ratus

delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).

(8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp43.321.800.000.000,00 (empat puluh tiga triliun tiga
ratus dua puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah),
yang terdiri etas:

a. pendapatan bee masuk; den

b. pendapatan bee keluar.

(9) Pendapatan bee masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf a direncanakan sebesar
Rp38.899.300.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun
delapan ratus sembiian pt~luh sembilan miliar tiger ratus
jute rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas beer
rnasuk ditanggung Pemerintah sebesar
Rp634.297.000.000,00 (enam ratus tiger puluh empat
miliar due ratus sembilan puluh tujuh jute rupiah) yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.

(10) Pendapatan beer l~eluar sebagaimana dimaksud pada ayat
(8j huruf b direncanakan sebesar Rp4.422.500.000.000,00
(empat triliun empat ratus due puluh due miliar Lima
ratus jute rupiah).

(11) Keterituan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan
Perpajakan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) den ayat (8) diatur dalam Peraturan
Presiden.

Pasal S

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp378.297:855.438.000,00 (tiger
ratus tujuh puluh delapan triliun diia ratus sembilan
puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima jute
empat ratus tiger puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri
etas:

a. pendapatan .. .
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a. pendapatan Sumber Daya Alam;

b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan;

c. pendapatan PNBP lainnya; dan

d. pendapatan Badan Layanan Umum.

(2) Pendapatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp190.754.771.994.000,00 (seratus sembilan puluh triliun

tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus tujuh
puluh satu juta s~mbilan ratus sembilan puluh empat ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. pendapatan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas
Bumi; dan

b. PenciaPatan Somber Daya Alam Nonminyak dan
Nongas Bumi.

(3) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp45.589.300.000.000,00 (empat
puluh lima triliun lima ratus delapan puluh Sembilan
miliar tiga ratus juta rupiah).

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan dari Kekayaan
Negara Dipisahkan di bidang usaha perbankan,
penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik
Negara di bidang usaha perbankan dilakukan:

a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Perseroan Terbatas, Badan iJsaha
Milik Negara, dan Perbankan;

b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik; dan

c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian
piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di
bidang usaha perbankan tersebut.

(5) Pendapatan PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp94.069.331.600.000,U0 (sembilan puluh empat triliun
enam puluh Sembilan milia: tiga ratus tiga puluh satu juta
enam ratus ribu rupiah}.

(6) Pendapatan .. .
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(6) Pendapatan Badan Layanan Umum sebagaimana
d maksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp47.884.451.844.000,00 (empat puluh tujuh triliun
delapan ratus delapan puluh empat miliar empat ratus
lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat
ribu rupiah).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), ayat (S), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 6

Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp435.310.000.000,00 (empat
ratus tiger puluh lima miliar tiger ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 Z 9 direncanakan
sebesar Rp2.461.112.052.481.000,00 (dua kuadriliun empat
ratans enam puluh satu triliun seratus dua belas rriiliar lima
puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. anggaran Belanja Peznerintah Pusat; dan

b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Fasal 8

(1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.634.339.518.949.000,00 (satu kuadriliun enam ratus
tiger puluh empat triliun tiger ratus tiger puluh sembilan
miIiar lima ratus delapan belas juta Sembilan ratus empat
puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Ariggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan
hibah negara yang dialokasikan kepada daerah sebesar
Rp1.940.210.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus

- empat puluh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

(3) Anggaran .. .
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(3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas:

a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi;

b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan

c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran Belanja

Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan

Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur

dalam Peraturan Presiden.

Pasal 9

(1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

Rp826.772.533.532.000,00 (delapan ratus dua puluh

enam triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus

tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah),

yang terdiri atas:

a. Transfer ke Daerah; dan

b. Dana Desa.

(2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp756.772.533.532.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam triliun tujuh ratus tujuh

puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus

tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;

b. DID; dan

c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huz-uf b

direncanakan sebesar Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh

puluh triliun rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimaria dimaksud pada ayat (3)

dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan

ketentuan:

a. Alokasi . . .
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a. Alokasi Dasar sebesar 72% (tujuh puluh dua persen)
dibagi secara merata kepada setiap desa;

b. Alokasi Afirmasi sebesar 3% (tiga persen) dibagi secara
proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin
tinggi; dan

c. Alokasi Formula sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan geografis desa.

(5) Berdasarkan alokasi Dana Desa sebagaimana climaksud
pada ayat (4), bupati/walikota menghitung rincian Dana
Dena setiap desa.

(6) 1~etentuan lebih lanjut mengenai tata care penghitungan
rincian Dana Desa setup desa diatur clengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pasal 10

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf a direncanakan sebesar
Rp724.592.590.224.000,00 (tujuh ratus due puluh empat
triliun lima rates sembilan puluh due miliar lima rates
sembilan puluh jute due rates due puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri etas:

a. Dana Transfer Umum; den

b. Dana Transfer I{husus.

Pasal 11

(1 } Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 10 huruf a direncanakan sebesar
Rp524.223.746.621.000,OC? (lima rates due puluh empat
triliun due rates due puluh tiga miliar tujuh rates empat
puluh enam jute enam rates due puluh sate ribu rupiah),
yang terdiri etas:

a. DBH; den .. .
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a. DBH; dan

b. DAU.

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 106.350.163.929.000,00 
(seratus

enam triliun tiga ratus lima puluh miliar seratus
 enam

puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembi
lan ribu

z-upiah), yang terdiri atas:

a. DBH Pajak sebesar Rp52.438.615.165.000,00
 (lima

puluh dua triliun empat ratus tiga puluh del
apan

miliar enam ratu~ lima belas juta seratus enam pulu
h

lima ribu rupiah); dan

b. DBH Sumber Daya Alam sebesar

Rp53.911.548.764.000,00 (lima p>>luh tiga triliun

sembilan ratus sebelas miliar lima ratus empat pul
uh

delapan juta tujuh ratus enam puluh empat rib
u

rupiah).

(3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 huruf a

terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan;

b. Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal
 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri; dan

c. Cukai Hasil Tembakau.

(4) DBH Sumber Daya Alam sebagaimana dima~sud
 pada

ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. minyak bumf dan gas bumi;

b. mineral dan batubara;

c. kehutanan;

d. perikanan; dan

e. panas bumi.

(5) Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ay
at (2)

untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian

kurang bayar DBH sampai derigan Tahun Anggaran 20
18

dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun

sebelumnya.

(6) Dalam .. .
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(6) Dalam hal masih tersedia page anggaran DBH setelah

digunakan untuk penyelesaian kurang bayar sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), sisa page anggaran tersebut

dapat digunakan untuk penyaluran sebagian DBH

triwulan IV tahun berjalan.

(7) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata Cara penyaluran

DBH triwulan IV untuk penyelesaian kurang bayar DBH

sampai dengan tahun anggaran 2018 sebagaimana

dimaksttd pada a~at (5) dan ayat (6) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

(8) DBH Kehutanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4)

huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya

disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun

Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan

digunakan untuk membiayai l~egiatan rehabilitasi hutan

dan lahan yang meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. monitoring;

d. evaluasi; dan

e. kegiatan pendukungnya.

(9) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8} meliputi:

a. perlindungan dan pengamanan hutan;

b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;

c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan;

d. pengembangan perbenihan;

e. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan

masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi

hutan;

f. pembinaan; dan/atau

g. pengawasan dan pengendalian.

10. Penggunaan .. .
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(1 a~ -I'enggunaan DBH Cukai Hasii Tembakau seba
gaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bu
mi dan

Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hu
ruf a

dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ay
at (4)

huruf c, diatur sebagai berikut: _

a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik ba
gian

provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan

untuk mendanai program sebagaimana yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan mengenai

cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk

mendukung program jaminan kesehatan nasional.

b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, b
aik

bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota

digunakan sesuai kebutuhan dan p~-io1•itas daerah,

kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi

untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh

digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merup
akan

bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan p
ada

tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya y
ang

masih terdapat di kas daea-ah dapat digunakan oleh

organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh

bupati/wali kota untuk:

1. pengelolaan taman hutan raya;

2. pencegahan dan penanggulangan kebakaran

hutan; dan/atau

3. penanaman pohon pada daerah aliran sungai kri
tis,

penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan

pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

(11) Dalam hal realisasi penerimaan negara yang

dibagihasilkan melebihi page penerimaan yang

dianggarkan dalam tahun 2019, Pemerintah meny
alurkan

DBH berdasarkan realisasi penerimaan tersebut sesuai

dengan kondisi keuangan negara.

(12) DAU .. .
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(12) DAU sebagaimana dimaksu~ pada ayat (1) huruf b,
dialokasikan sebesar 28,05% (dua puluh delapan koma nal
lima persen) Bari Pendapatan Dalarr~ Negeri neto atau
direncanakan sebesar Rp417.873.582.692.000,00 (empat
ratus tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh tiga
miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus
sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. DAU yang dialokasikan berdasarkar~ formula sebesar

Rp41.4.873.582.692.000,00 (empat ratus empat belas
triliun delapan ratus tujuh puluh tiga iniliar lima ratus
delapan puluh c~ua juta enam ratus sembilan puluh
dua ribu rupiah); dan

b. DAU tambahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga
triliun rupiah).

(13) Pendapatan Dalam Negeri neto sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dihitung berdasarkan penjumlahan antara
Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan
pendapatan negara yang di-earmark dan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa selain DAU.

(14) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten / kota
ditetapkan dengan irnbangan 14,1 % (errzpat belas koma
satu ~~r~en) dan ~~,9% (del~pan puluh lima koma
semlzilan persen).

(15) Dalam rangka memperbaiki pemerataan kemampuan
fiskal atau keuangan antar daerah, dilakukan penyesuaian
alokasi DAU per daerah untuk provinsi dan
kabupaten/kota sebagai berikut:
a. penyesuaian ke atas untuk provinsi dan

kabupaten/kota agar semua daerah mendapatkan
kenaikan minimal alokasi DAU sebesar kenaikan gaji
pokok; dan

b. penyesuaian ke bawah untuk provinsi dan
kabupaten/kota yang mengalami kenaikan alokasi
DAU melebihi kenaikan minimal alokasi DAU sebesar
kenaikan gaji pokok sehingga alokasi antardaerah
lebih merata dan kisaran kenaikan alokasi
antardaerah tidak terlalu jauh.

(16) DAU . . .
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(16) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
huruf a telah

memperhitungkan kenaikan gaji, formasi CPNSI?, 
gaji ke-

13 (ketiga belas) dan tunjangan hari rays.

(17) DAU tambahan sebagaimana dimaksud p
ada ayat (12)

huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kel
urahan

di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan s
arana

dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.

(18) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(17) diatur

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(19) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana 
dimaksud

pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan 
dan

prioritas daerah.

(20) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaa
nnya, yaitu

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belan
ja

infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan

percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik 
dan

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerj
a,

mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjang
an

penyediaan layanan publik antardaerah.

(21) Pedoman teknis atas penggunaan DBH Kehut
anan dari

Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat {8) da
n

penggunaan sisa DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c diatur leb
ih

lanjut dengan Peraturan IVIenteri Keuangan setelah

berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

(22) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH C
ukai

Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (10)

huruf a dan penyaluran DAU tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (12) huruf b diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan.

Pasal 12

(1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud da
lam

Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar

Rp200.368.843.603.000,00 (dua ratus triliun tiga ratus

enam puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh

tiga juta enam ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. DAK .. .
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a. DAK Fisik; dan

b. 1DAK Nonfisik.

(2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dzmaksud pada
ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan
Pemerintah Daerah dengan memperh~tikan prioritas
nasional, kemampuan keuangan negara, dan tata kelola
keuangan negara yang baik.

(3) I~AK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huntf a
direncanakan sebesar Rp69.326.700.000.000,00 (enam
puluh sembilan triliun tiga ratus dua puduh enam miliar
tujuh ratus j~ita rupiah), yang terdiri atas:

a. ~idang Pendidikan sebesar Rp 1 C .859.000.000.000,00
(enam belas triliun delapan ratus lima puluh Sembilan
rriiliar rupiah);

b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar
Rp 19.875.400.000.000,00 (Sembilan belas triliun
delapan rates tujuh puluh lima miliar empat rates juta
rupiah);

c. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar
Rp1.126.460.000.Q00,00 (sate triliun seratus dua
puluh enam miliar empat rates enam puluh juta
rupiah);

d. Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar
Rp540.000.000.000,00 (lima rates empat puluh rniliar
rupiah);

e. Bidang Pertanian sebesar Rp1.900.000.000.000,00
(sate triliun Sembilan rates milia~r rupiah);

f. Bidang Kelantan dan Perikanan sebesar
Rp905.200.000.000,00 (sembilan rates lima miliar dua
rates juta rupiah);

g. _ Bidang Pariwisata sebesar Rp1.003.400.000.000,00
(sate triliun tiga miliar empat rates juta rupiah);

h. Bidang Jalan sebesar Rp16.243.600.000.000,00 (enam
belas triliun dua rates empat puluh tiga miliar enam
rates juta rupiah);

i. Bidang .. .
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i. Bidang Air Minum sebesar Rp2.070.750.000.000,00

-~ (dua triliun tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh

juta rupiah);

j. Bidang Sanitasi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua

triliun rupiah);

k. Bidang Irigasi sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga

triliun rupiah);

1. Bidang Pasar sebesar Rp1.772.690.000.000,00 (satu

triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus

sembilan puluh juta rupiah);

m. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar

Rp530.200.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar

dua ratus .iuta rupiah); dan

n. Bidang Transportasi sebesar Rp 1.500.000.000.000,00

(satu triliun lima ratus miliar rupiah).

(4) Dalam rangka menjaga capaian output DAK Fisik

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah

menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan

proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK Fisik sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden.

(6) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018.

(7) Daerah penerima DAK Fisik tidak diwajibkan menyediakan

dana pendamping.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tats cara penyaluran

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(9) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp131.042.143.603.000,00

(seratus tiga puluh satu triliun empat puluh dua miliar

seratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu

rupiah}, yang terdiri atas:

a. Dana .. .
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a. Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar
Rp51.226.860.000.000,00 (lima puluh satu triliun dua
ratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam
puluh juta rupiah);

b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebesar
Rp4.475.500.000.000,00 (empat triliun empat ratus
tujuh puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

c. Dana 'hinjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah sebesar Rp56.867.226.628.000,00 (lima puluh
enam triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar
dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh
delapan ribu rupiah);

d. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah sebesar Rp914.100.000.000,00 (sembilan
ratus empat belas miliar seratus juta rupiah);

e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan bantuan
Operasional Keluarga Berencana sebesar
Rp12.226.000.000.000,00 (dua belas triliun dua ratus
dua puluh enam miliar rupiah);

f. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua
r~tus miliar rupiah);

g. Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah
di Daerah Khusus sebesar Rp2.306.445.422.000,00
(dua triliun tiga rates enam miliar empat rates empat
puluh lima juta empat rates dua puluh dua ribu
rupiah);

h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar
Rp907.500.000.000,00 (sembilan rates tujuh miliar
lima rates juta rupiah);

i. Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan
sebesar Rp1.548.500.000.000,00 (sate triliun lima
rates empat puluh delapan miliar lima rates juta
rupiah);

j. Dana Bantuan Operasional Museum dan Taman
Budaya sebesar Rp 129.940.000.000,00 (seratus dua
puluh sembilan miliar Sembilan rates empat puluh
ju~a rupiah);

k. Dana .. .
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k. Dana Pelayanan Kepariwisataan sebesar

-" Rp213.159.300.000,00 (d~a ratus tiga belas miliar

seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu

rupiah); dan

1. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah

sebesar Rp26.912.253.000,00 (dua puluh enam miliar

semb~lan ratus dua belas juta dua ratus lima puluh

tiga ribu rupiah).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bantuan

Operasional Pendidikan Kesetaraan, Dana Bantuan

Operasional Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan

Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan

Pengolahan Sampan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 diatur dengan

Peraturan MerYteri Keuangan.

Pasal 13

(1) DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b

direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh

triliun rupiah) .

(2) DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kategori

kinerja.

(3j DID digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Pasal 14

(1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp22.179.943.308.000,00 (dua puluh dua triliun seratus

tujuh puluh Sembilan miliar sembilan ratus empat puluh

tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana Otonomi Khusus; dan

b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Dana .. .
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(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
---(1) huruf a direncanakan sebesar
Rp20.979.943.308.000,00 (dua puluh triliun sembilan
ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus empat
puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah}, yang terdiri
atas:

a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.357.471.654.000,00
(delapan triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar
empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima
puluh empat ribu rupiah} yang dibagi masing-masing
untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar
Rp5.850.230.158.000,00 (lima triliun delapan ratus
lima puluh miliar dua ratus tiga puluh juta seratus
lima puluh delapan ribu rupiah); dan

2. Dana Otonomi Khusus Proviusi Papua Barat
sebesar Rp2.507.241.496.000,00 (dua triliun lima
ratus tujuh miliar dua ratus empat puluh satu juta
empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar
Rp8.357.471.b54.000,00 (delapan triliun tiga ratus
lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu
juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah); dan

c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua ~ Barat
sebesar Rp4.265.000.000.000,00 (empat triliun dua
ratus enam puluh lima miliar rupiah), dengan rincian
sebagai berikut:

1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua
sebesar Rp2.824.446.537.000,00 (dua triliun
delapan ratus dua puluh empat miliax empat ratus
empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh
ribu rupiah); dan

2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua
Barat sebesar Rp 1.440.553.463.000,00 (satu triliun
empat ratus empat puluh miliar lima ratus lima
puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu
rupiah) .

(3) Dana .. .
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(3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 (satu
triliun dua ratus miliar rupiah).

Pasal 15

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Presiden.

(2) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa diatur sebagai berikut:

a. dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai;

b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau
simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar,
dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU
dalam bentuk nontunai;

c. dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan

d. dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan
dalam hal daerah tidak memenuhi paling sedikit
anggaran yang diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan atau menunggak membayar
iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran

Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 16

(1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2019

direncanakan sebesar Rp224.320.857.116.400,00 (dua
ratus dua puluh empat triliun tiga ratus dua puluh miliar

delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus enam belas
ribu rupiah).

(2) Anggaran .. .
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(2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara
tepat sasaran.

(3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan
dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan
berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak
mentah Indonesia, nila.i tukar rupiah, dan/atau
pembayaran kekurangan subsidi tanun-tahun
sebelumnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program
Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peratur~n Presiden.

Papal 17

(1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan
melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti
dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG,
Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu
atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap
kenakan PNBP Migas yang dibagihasilkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan
persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi
BBIVI dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang
dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran kementerian
negara/lembaga, Pemerintah memberikan insentif atas kinerja
anggaran kementerian negara/ lembaga yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 19 . . .



~~~~

k

~~.~

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29-

Pasal 19

(1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:

a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
PNBP;

b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah
yang diterushibahkan;

c. perubahan anggaran belanja yang bersumber Bari
klaim asuransi BMN;

d. perubahan anggaran belanja dalam rangka tanggap
darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat
terjadinya bencana a1am;

c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara
Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian
Anggaran kementerian negara/ lembaga atau
antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999
(BA SUN);

f. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP
antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;

g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari
SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian
negara/ lembaga;

h. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah _murni
untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;

i. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu)
Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan
ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

j. pergeseran anggaran aiitara program lama dan
program bare dalam rangka penyelesaian administrasi
Daftar Irian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau

k. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan Jana
untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian
negara/ lembaga,

ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Perubahan .. .
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(2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa 
-pe~abahan page Pemberian Pinjaman akibat Bari lanjutan,
percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan
pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing
date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa
perubahan page untuk pengesahan belanja dan
penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang
bersumber dari pinjaman/hibah termasuk
pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing
date, ditetapkan oleh Pemerintah.

(4) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa
penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni
Pendamping dalam Da.ftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2018 yang tidak terserap untuk pembayaran uang
muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjam.an luar
negeri, ditetapkan Pemerintah.

(5) Pea-ubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dalarri APBN Perubahan Tahun
Ang~aran 2019 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2019.

Pasal 20

(1) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada
pemerintah/lembaga asing dan menetapkan
pemerintah/ lembaga asing penerima untuk tujuan
kematiusiaan dan tujuan lainnya.

(2} Pemerintal~ dapat memberikan hibah kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana.

Pasal 21

(1) Anggaran Pendidikan direncanakan sebesar
Rp492.455.088.152.000,00 (empat rates sembilan puluh
dua triliun empat rates liana puluh lima miliar delapan
puluh delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

(2) Persentase . . .
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(2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0%
_ __~ (dua puluh koma nol persen), yang merupakan

perbandingan alokasi Anggar~n Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja
Negara sebesar Rp2.461.112.052.481.000,00 (dua
kuadriliun empat ratus enam puluh satu triliun seratus
dua belas miliar lima puluh dua juta ernpat ratus delapan
puluh satu ribu rupiah) .

(3) Alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) termasuk aiokasi untuk:

a. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah;
dan

b. Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990.000.000.000,00
(sembilan ratus sembilan puluh miliar rupiah).

(4) Ketentuan lebih lanjut
Pendidikan sebagaimana
dalam Peraturan Presiden.

mengenai rincian Anggaran
dimaksud pada ayat (1), diatur

Pasal 22

(1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran
2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil
dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahur~.Anggaran
2019 terdapat defisit anggaran sebesar
Rp296.000.236.667.000,00 (dua ratus sembilan puluh
enam triliun dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus
enam puluh tujuh ribu rupiah) yang akan dibiayai dari
Pembiayaan Anggaran.

(2) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) termasuk penggunaan pendapatan jasa giro atau bunga
yang langsung diperoleh dari pengelolaan Dana Reboisasi
pada Rekening Pembangunan Hutan sebesar
Rp2.000.000.000.000,OG (dua triliun rupiah) yang dapat
digunakan untuk ~egiatan reboisasi, rehabilitasi hutan,
dan/atau kegiatan pendukungnya oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehiztanan.

(3) Ketentuan . . .
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(~j~Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lam.piran I yang merupakan bagian tidak t~rpisahkan Bari
Undang-Undang ini.

(4) K~tentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi
Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I
Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiders.

Pasal 23

(1) Dalam hal anggaran digerkirakan defisit melampaui
target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat
menggunakan d~n~ SAL, penarikAn Pinjaman Tunai,
dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan.

(2) Kewajiban yang timbul Bari penggunaan Jana Sf~L,
penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN
sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pads ayat (1) dibebankan pads anggaran negara.

(3) Penggunaan dana SAL, Pinj aman 'hznai, dan/ atau
penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan
sebagairnana dimaksud pads ayat (1) dilaporkan
Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
tahun 2019.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit
melampaui target serta penggunaan Jana SAL, Pinjaman
'hanai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan
pembiayaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah dapat menggunakan program kementerian
negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam
alokasi anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan/atau BMN
untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

(2) Rincian .. .
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(2) Rincian program kementerian negara/lembaga dan/atau
BMN yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN
ditetapkan oieh Menteri Keuangan setelah pengesahan
Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2019 dan
penetapan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2019.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan program
kementerian negara/lembaga dan/atau BMN sebagai
dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

(1) Pemerintah dapat menggunakan sisa dana penerbitan
SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian
negara/lembaga yang tidak terserap pada Tahun Anggaran
2018 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan
kegiatan/proyek tersebut pada Tahun Anggaran 2019.

(2) Penggunaan sisa dana penerbitan SBSN untuk
pembiayaan kegiatan/ proyek kementerian negara/ lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh
Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019
dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun
2019.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa dana
penerbitan SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek
kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat diberikan
kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan
stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan
kebutuhan ~ anggaran sampai dengan akhir tahun
anggaran beijalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

(2) Persetujuan .. .
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(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang

twang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah,

yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu

kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan

Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar

SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan

Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019

dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun

2019.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam
rangka stabilisasi pasar SBN domestik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Keuangan.

Pasal 27

(1) Dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak
sesuai dengan target dan/atau adanya perkiraan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi page yang ditetapkan dalam APBN
Tahun Anggaran 2019, maka dapat dilakukan:

a. penggunaan Jana SAL;

b. penambahan penerbitan SBN;

c. pemanfaatan sementara saldo kas BLU; dan/atau

d. penyesuaian Belanja Negara.

(2) Pernerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN
untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas
dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan
penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan
pembiayaan yang ditetapkan.

(3) Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang
yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan
salah satu instrumen pembiayaan Bari utang, Pemerintah
dapat melakukan perubahan komposisi instrumen

pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan
ekonomi dan fiskal.

(4) Dalam .. .
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(4) Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang
~sebagai dampak perubahan komposisi instrumen
pembiayaan litang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pennbayaran
bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang
dalam. negeri atau sebaliknya. -

(5) Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan/atau
memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang,
Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang
dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan,
dan/atau rnenerima fasilitas dalam bentuk dukungan
pembiayaan.

(E~) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Pemerintah dan
dilaporkan dalam APBN I'crubahan Tahun Anggaran 2019
dan/atau Laporan Keuangan Perzerintah Pusat Tahun
2019.

Pasal 28

(1) Dalam rangka memenuhi pembiayaan APBN Tahun
Anggaran 2019, Pemerintah dapat melakukan penerbitan
SBN pada triwulan keempat tahun 2018.

(2) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan oleh Pemerintah dalam APBN Perubahan
Tahun Anggaran 2019 dan/atau La.poran Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Pa sal 29

(1) Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari
2019 yang dananya hares disediakan pada akhir Tahun
Anggaran 2018, Pemerintah dapat melakukan pinjaman
SAL dan/atau menggunakan Cana dari hasil penerbitan
SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) pada
akhir tahun 2018.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pinjaman
SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan SAL.

Pasal 30.. .
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Pasal 30

(1 j Dalam rangka memperc~pat pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai dengan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah
murni pendamping untuk pembayaran uang muka
kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri
dalam DIPA Tahun Anggaran 2019, dapat dilanjutkan
sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.

(2J Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni
pendamping untuk pembayaran uang muka kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 } disampaikan kepada
Menteri Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling
lambat tanggal 31 Januari 2020.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi
anggaran sebagairriana dimaksud pada ayat (2), diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 31

(1 j Investasi pada organisasi / lembaga keuangan
internasional/ badan usaha interriasional yang akan
dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat sebagai investasi permanen,
ditetapkan untuk dijadikan investasi _pada
organisasi/lembaga keuangan internasianal/badan usaha
internasional tersebut.

(2) Peznerintah dapat melakukan pembayaran investasi pada
organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha
internasional melebitii page yang ditetapkan dalam Tahun
Anggaran 2019 yang diakibatkan oleh selisih kurs, yang
selanjutnya dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2019 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2019.

(3) Pelaksanaan investasi pada organisasi/lembaga keuangan
internasional/badan usaha internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Pasal 32 .. .
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Pasal 32

Dalam rangka e#isiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja
sarria pembangunan internasional, dana kerja sama
pembangunan internasional ditetapkan sebesar
Rp2.000.000.000.0a0,00 (dua triliun rupiah) yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

(1 } Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha terutarr~a di
bidang penelitian, pengembangan, dan penyediaan benih
perkebunan, Pemerintah melakukan PMN kepada PT
Ferkebunan Nusantara III (Persero) yang berasal dari BMN
Kementerian Pertaniaii yang dimanfaatkan oleh PT F~iset
Perkebunan Nusantara.

(2) Dalam rangka menunjang pengembangan industri
petrokimia nasional, Pemerintah melakukan penambahan
PMN kepada PT Tuban Petrochemical Industries yang
berasal dari konversi piutang Pemerintah, dengan
menggunakan nilai hasil penilaian dari penilai independen
dan direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

(3) Penambahan PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

(1) BMN yang dari awal pengadaannya dir-encanakan untuk
disertakan menjadi tambahan modal BUMN/Perseroan
Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara,
ditetapkan menjadi PMN pada BUMN/Per~eroan Terbatas
yang di datamnya terdapat saham milik negara tersebut,
dengan menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah
direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

{2) BMN .. .
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(2) BMN dengan perolehan sampai dengan 31 Desember 2018
yang telah:

a. dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh
BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat
saham milik negara; dan

b. tercatat pada laparan po~isi BUMN/Perseroan Terbatas
yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai
BPYBDS atau akun yang sejenis,

ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan
Tei-batas yaii~ cii dalarnnya terdapat saham milik negara
tersebut, dengan menggunakan nilai realisasi anggaran
yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.

(3J I'elaksanaan PMN pada Badan Usaha Milik
Negara/ Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat
saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

(1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengelola
anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk:

a. penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Nasional; dan/atau

b. penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur
daerah kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik
yang menggunakari batu tiara;

b. pemberian .. .
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~- b. pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah
Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;

c. pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek
kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

d. pemberian dan pelaksanaan jaminan Pemerintah atas
pembiayaan infrastruktur melalui pinjam.an langsung
dari lembaga keuangan internasional kepada Badan
Usaha Milik Negara;

e. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
proyek pembangunan jalan tol di Sumatera;

f. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
penyelenggaraan kereta api ringan/liyhl ruil truri5it
terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan
Bekasi;

g. pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk
percepatan pelaksanaan proyek strategic nasional;
dan/ atau

h. pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

(3) Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ~ diakumulasikan ke dalam
rekening Dana Cadangan Penjaminan Pem~rintah dan
rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan
Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia.

(4) Dana yang telah diakurriulasikan dalam rekening
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk
pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun
anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(5) Dana dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan untuk pembayaran kewajiban penjaminan
Pemerintah antarprogram pemberian penjaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dana .. .
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(6}~ana dalam rekening Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan untuk pembayaran atas
penugasan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran
Kewajiban Penjaminan dan penggunaan Dana Cadangan
Penjaminan Pemerintah atau Dana Jaminan Penugasan
Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), ayat (S), dan ayat (6) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 36

(1) Pemerintah dapat melakukan pembayaran bunga utang
dan pengeluaran cicilan pokok utang melebihi page yang
ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2019, yang selanjutnya
dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun
Anggaran 2019 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2019.

(2) Pemerintah dapat melakukan transaksi Lindung Nilai
dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban
pembayaran kewajiban utang, dan/atau melindungi pasisi
nilai utang, dari risiko yang timbul maupun yang
diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-
faktor pasar keuangan.

(3) Pemenuhan kewajiban yang timbul dai-i transaksi Lindung
Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan
pada anggaran pembayaran bunga utang dan/atau
pengeluaran cicilan pokok utang.

(4) Kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bukan merupakan kerugian keuangan negara.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi
Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 37 .. .
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Pasal 37

(1) Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk
inenyelesaikan piutang instansi Pemerintah yang
diurus/dikelola oleh Panitia Urusan Piutang
Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya
piutang terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan IVlenengah, dan
piutang berupa Kredit Pemilikan Rumah
Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana, meliputi dan tidak
terbatas pada restrukturisasi dan pemberian keringanan
utang pokok sampai dengan 100% (seratus persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Cara penyelesaian
piutang instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} diatui- dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 38

Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2019 dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2019 dengan
perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas
bersama Dewan Perwakilan Rakyat denga:~ Pemerintah
dalam rangka penyusiznan perkiraan perubahan atas
APBN Tahun Anggaran 2019, apabila terjadi:

a. perkembangan indikator ekonomi makro yang tidak
sesuai dengan asumsi yang digunakan sebagai acuan
dalam APBN Tahun Anggaran 2019;

b. perubahan pokok-pokok kebijakan fskal;

c. keadaan .. .
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c. keadaan yang menyebabkan hares dilakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi dan/atau
antarprogram; dan/atau

d. keadaan yang menyebabkan SAL tahun sebelumnya
hares digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun
berjalan.

(2) SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan SAL yang ada di rekening Bank Indonesia yang
penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan dilaporkan dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(3) Dalam hal dilakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran
2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
mengajukan Rancungan Undang-Undang mengenai
Perubahan atas Undang-Undang APBN Tahun Anggaran
2019 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2019 berakhir.

Pasal 40

(1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan
deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya; _

b. proyeksi penurunan pendapatan negara dan/atau
meningkatnya belanja negara secara signifikan;
dan/ atau

c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN
secara signifikan,

Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dapat melakukan langkah-langkah:

1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi page yang ditetapkan
dalam APBN Tahun Anggaran 2019;

2. pergeseran .. .
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2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu
bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran
dengan mempertimbangkan sasaran program prioritas
nasional yang tetap hares tercapai;

3. pengurangan page Belanja Negara dalam rangka
peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran
program prioritas yang tetap hares tercapai;

4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan
pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu
memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan
anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran
berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya;
dan/ atau

5. penambahan utang yang berasal dari penarikan
pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} adalah keputusan yang tertuang di
dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan
dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (sate kali dua puluh
empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pads ayat (1) karma suatu dan
lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat
mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksus~ pada
ayat (1).

(4) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019 dan/atau Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Pasal 41

(lj Dalam hal Lembaga Penjamin Siinpanan merigalami
kesulitan likuiditas, Pemerintah dapat memberikan
pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Sumber .. .
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(2) Sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana
dunaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan
pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu
memperhitungkan ketersediaan SAL untuk
kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun
anggaran berjalan dan awal tahun anggaran
berikutnya; dan/atau

b. penambahan utang yang berasal dari penarikan
pinjaman dan/atau penerbitan SBN.

(3) Pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan
sumber dana untuk pemberian pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah keputusan yang tertuang di
dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan
dalam waktu tidak lebih Bari 1x24 (satu kali dua puluh
empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

(5J Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena suatu dan
lain hal belum dapat ditetapkan, Pemerintah dapat
memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan
penggunaan sumber dana untuk pemberian pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Dalam hal terjadi pemberian pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melaporkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
tahun berjalan dan/atau dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

(7) Sumber .. .
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(7) Sumber dana untuk pemberian pinjama
n sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dilaporkan dalam Anggaran

~endapatan clan Belanja Negara Perubahan ta
hun berjalan

dan/atau dilaporkan dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat tahun berkenaan.

Pasal 42

Postur APBN Tahun Anggaran 2019 ya
ng memuat rincian

besaran Pendapatan Negara, Belanja Nega
ra, surplus/defisit

anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahk
an dari

Undang-Undang ini.

Pasal 43

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
 Tahun Anggaran

2019 yang merupakan pelaksanaan dari
 Undang-Undang ini

ditetapkan paling lambat tanggal 30 Novem
ber 2018.

Pasal 44

(Z) Dalam rangka penanggulangan bencana alam,
 Pemerintah

melalui Kementerian Keuangan dapat memben
tuk dana

penanggulangan bencana alam untuk kegia
tan tanggap

darurat, rehabilitasi dan/atau rekonstruksi akibat

terjadinya bencana alam.

(2) Sumber Jana penanggulangan bencana a
lam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. rupiah murni;

b. pinjaman dan hibah luar negeri;

c. APBD; dan/atau

d. penerimaan lain yang sah.

(3) Dana penanggulangan bencana alam sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikelola secara khusus.

(4) Dalam .. .



~~
~•

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46-

(4) Dalam haI anggaran belanja dalam rangka tanggap
darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi akibat terjadinya
.bencana alam tidak terserap pada Tahun Anggaran 2019,
sisa dana tersebut dapat diakumulasikan ke dalam dana
penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jana penanggulangan
bencana alam diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 45

Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2019
mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas, yang tercermin dalam:

a. penurunan kemiskinan menjadi scbcsar 8,5% - 9,5%
(delapan koma lima persen sampai dengan sembilan koma
lima persen);

b. tingkat pengangguran terbuka m.enjadi sebesar 4,8% -
5,2~/0 (empat koma delapan persen sampai dengan lima
koma dua persen);

c. penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,380 - 0,385 (nol
koma tiga delapan nol sampai dengan nol koma tiga
delapan lima); dan

d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia mencapai
71,98 (ttijuh puluh satu koma sembilan delapan).

Pasa146

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal
29 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini
diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada Yanggal 1 Januari
2019.

Agar .. .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dai~rn Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 22 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tangga123 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGAKA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

e uti Bidang Hukum dan
.sN SEKR ndang-undangan,
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ATAS

UNDANG-UNDANG 1~EPtJBLIK INDONESIA

NOMOR I2 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

APBN 'I'ahun Anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, serta Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 sebagaimana telah dibahas
dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun
Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2019 antara
Pemerintah dan -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. APBN
Tahun Anggaran 2019 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial,
dan perkembangan internasional dan domestik terkini, kinerja A-PBN tahun
2017, serta berbagai langkah antisipatif yang telah ditempuh di tahun
2018, maupun rencana kebijakan yang akan dilaksanakan di tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2019 diperkirakan
mencapai sekitar 5,3% (lima koma tiga persen). Penetapan target ini
memperhatikan perkemUangan terkini beberapa faktor eksternal dan
internal. Dari sisi eksternal, beberapa risiko yang akan dihadapi antara
lain imbas kebijakan moneter Amerika Serikat, kebijakan proteksi dagang
dan peningkatan harga komoditas internasional. Dari sisi internal,
pertumbuhan ekonomi diharapkan akan ditopang oleh meningkatnya
konsumsi masyarakat, peningkatan kinerja investasi sektor swasta dan
Pemerintah serta perbaikan kinerja ekspor. Berbagai bauran kebijakan
yang telah dan akan dilakukan diharapkan akan mendorong pertumbuhan
ekonomi,-- sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka
pendek, menengah maupun panjang.

Upaya .. .
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Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro akan d,itempuh dengan
memperluas ~rbaga.i kebijakan di sisi fskal, moneter, sektor keuangan,
serta sektor riil. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, i) rata-rata
nilai tukar rupiah pada tahun 2019 akan stabil pada kisaran Rp 15.000,00
(lima belas ribu rupiah) per satu dolar Amerika Serikat; ii) laju inflasi
diperkira~Can dapat dikendalikan pada tingkat 3,5% (tiga koma lima
persen); dan iii) rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3
(tiga) bulan 593% (lima koma tiga persen). Mengantisipasi ketidakpastian
perekonomian global, Pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan akan terns melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi
risiko yang akan - berdampak terhadap stabilitas perekonomian secara
menyeluruh.

Sejalan dengan tren kenaikan harga komoditas dunia, rata-rata harga
minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude .Price-ICP) di pasar
internasi~nal dalarn tahuii 2019 ciiperkirakdiY akati berada pada kisaran
USD70 4tujuh puluh dolar Amerika Serikat) per barel. Sementara itu,
lifting minyak mentah diperkirakan mencapai 775.000 (tujuh ratus tujuh
puluh lima ribu) barel per hari, sedangkan lifting gas diperkirakan
mencapai 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribuj barel setara
minyak per hari.

Strategi pelaksanaan pembangurian Indonesia didasarkan pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pelaksanaan
strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dibagi ke dalam
empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang tiap-
tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun
yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dalam agenda I~encana
Pembangunan Jarigka Menengah Nasional tahap ke-3. Berdasarkan
pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap ke-1 (2005-2009) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (2010-2014),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-3 (2015-2019) yang
ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian
yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang
berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
inovasi. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan
melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus
yang be~beda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus
kegiatan tersebut diterjemahkan dalarn Rencana Kerja Pemerintah di tiap-
tiap tahun.

Sembilan .. .
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Sembilan agenda (Nawa Cita~ merupakan rangkuman program-

program yan~tertuang dalam visi-misi Presiders/Wakil Presiders yang

dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang terdiri atas

empat bagian utama, yaitu:

a. Norma Pembangunan;

b. Tiga Dimensi Pembangunan;

c. Kondisi Perlu, agar pembangunan dapat berlangsung; dan

d. Program-Program Qciick Wins.

Tiga dimensi pembangunan dan Kondisi Perlu dari strategi pembangunan

memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-20 L 9 yang selanjutnya

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 berikut ini.

Pertama, Dimensi Pembangunan Manusia men~pakan penjabaran
agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawa Cita, meliputi

antara lain peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan
revolusi kaxakter bangsa, memperteguh kebhinekaan, dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia. Prioritasnya adalah sektor pendidikan dengan

melaksanakan Program Indonesia Fintar, sektor kesehatan dengan

melaksanakan Program Indonesia Sehat, perumahan rakyat,
melaksanakan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial Indonesia, dan melaksanakan revolusi mental.

Kedua, program-program pembangunan dalam Dimensi Pembangunan
Sektor Unggulan merupakan penjabaran dari Nawa Cita yang

menghadirkan kerrrbali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik. Frioritas pembangunan sektor unggulan
meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan,
kemaritiman, pariwisata, industri, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketiga, seluruh penduduk telah memperoleh manfaat dari
pertumbuhan pendapatan nasional yang dicerminkan oleh meningkatnya
konsumsi per kapita penduduk. Oleh karena itu, melalui Dimensi

Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan, untuk peningkatan kualitas
hidup diupayakan melalui prioritas pada pemerataan antarkelompok

pen3apatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Program-program dalam dimensi ini merupakan penjabaran Nawa Cita

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa-dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing
di pasar internasional.

Untuk .. .



~~~~

k

~~

PREStDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4-

Untuk mendukung pelaksanaan tiga dimensi pembangunan tersebut,
perlu ada suatu Kondisi Perlu. Program-program pembangunan untuk
menciptakan Kondisi Perlu merupakan penjabaran Nawa Cita
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara, mengembangkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya,
serta memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Kandisi Perlis meliputi program peningkatan kepastian dan penegakan
hukum, keamanan _ dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola
dan reformasi birokr~si.

Selain itu, untuk mendukung kebijakan yang termasuk dalam dimensi
pembangunan, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam
lima Prioritas Nasional, yaitu:

a. Prioritas Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar. Sasaran dan indikator dari Prioritas
Nasional Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan
Peningkatan Pelayanan Dasar adalah membaiknya indeks pembangunan
manusia, tingkat kemiskinan dan gini rasio;

b. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui
Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman. Agenda ketiga Nawacita
dalam RPJMN 2015-2019 menyebutkan pentingnya membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan. Dalam upaya mewujudkan agenda
pembangunan tersebut, salah sate tantangan yang hares diatasi dengan
sungguh-sungguh dan sistematik adalah men~urangi ketimpangan atau
kesenjangan antarwilayah;

c. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa
Produktif Lainnya. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata
dan Jasa Produktif Lainn_ya dilaksanakan untuk ~eningkatkan nilai
tambah perekonomian dan menciptakan lapangan kerja yang
disumbangkan oleh nilai tambah dan nilai ekspor di sektor pertanian,
industri pengolahan, pariwisata, dan jasa-jasa produktif lainnya yaitu
ekonomi kreatif dan perdagangan, yang didukung tenaga kerja dengan
keahlian tiriggi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

~- d. Prioritas .. .
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d. Frriori~as Na~ional Pemantapa~i ~zia~ianan Energi, Mangan, dan Somber
Daya Air._.P~ritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Somber Daya Air dilaksanakan untuk menyediakan energi, pangan, dan
somber daya air yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan
energi, pangan, dan somber daya air dilaksanakan untuk mencagai
kemandirian, keadilan, dan k~berlanjutan pembangunan; dan

e. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuk~esan Pemilu.
Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah,
keamanan dalam n~geri, keamanan somber Jaya manusia dan somber
daya slam, serta terselenggaranya pemilu yang aman dan demokratis.

Agar prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional
lainnya tersebut dapat tercapai, salah satu hal vans perlu dilakukan
Pemerintah adalah mengoptimalkan Penerimaan Perpajakan dan PNBP.
Peningkatan Penerimaan Perpajakan dilakukan melalui ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Lebih lanjut, peneapaian prioritas sasaran
pembangunan juga dicapai rneZalui langkah-langkah efisiensi somber
pembiayaan yang diantaranya dengan mengutamakan pembiayaan dalam
negeri, pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta pemanfaatan
pinjaman luar negeri secara selektif yang diutamakan untuk pembangunan
infrastruktur dan energi.

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
tahun 2019, telah dikembangkan berbagai somber pembiayaari, termasuk
pembiayaan l~reatif (creative fnancing). Salah satt~ bentuk pembiayaan
krea~if tersebut adalah kerja sama yang melibatkan pihak Swasta dan/atau
BUMN dengan skema Kerja Sama antara Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan somber daya dari
Badan Usaha dengan . mernperhatikan pembagian risiko diantara Para
pihak. Untuk menunjang hal tersebut, telah disusun kebijakan untuk
memberikan dukungan peiidanaan bagi proyek-proyek Infrastruktur
melalui KPBU~ den~an mekanisme pembayaran Ketersediaan Layanan
(Availability Payment atau AP}. Pada tahun 2019 telah disiapkan sekitar 10
proyek infrastruktur yang dikerjakan melalui KPBU Ketersediaan Layanan
(AP). Pendanaan KPBU Ketersediaan Layanan (AP) tersebut merupakan
bagian dari Belanja Modal yang bukan bersumher dari AFBN, namun
bersumber dari pihak Swasta dan/atau BUMN.

Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri
yang bers~mber dari minyak dan gas bumf yang semakin berkurang, perlu
dilakukan peningkatan somber-somber panas bumf melalui:

a. intensifikasi . . .
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a. intensifikasi dan ekstensifikasi eks~lorasi;

b. penyemgurn~n dalam peraturan perundan~-undangan di bidang papas
bumf yang mernberikan manfaat dap keadilan kepada daerah Berta
unti~sk menjaga iklim inve~tasi di bidang papas bumf; dap

c. pemberlakuan kebijakan Pajak P~nghasilan yang Ditanggurag Pemerintah
bagi gengusaha papas burni yang izinnya diterbitkan sebelurri Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2003 t~ntang Papas Bumi berdaku.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun
Anggaran 2019 dilakukan Dewan Perwakilan Rai.~cyat bersama Pemerintah
dengan memperhatkan pertimb~ngan Dewan Perwakilan Daerah
sebagaimana tercantu~m daiam Surat Keputixsan De~vvan Perwakilan Daerah
Nomor 07 / DPD RI / I / 20 ~ 8 / 2019, tanggal 5 Oktober 20 Z 8.

Pembahasan Undang-LJndang ini dilaksanakan oleh Pemerintak~ dap
Dewan Ferwakilan P.ak-~at dengan memperhatikan Futusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

II. PASAL DEMI PASAL

Pawl 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3~

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b .. .
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Huruf b

PiFiak ketiga~ yang pajak penghasilannya ditan~gung Pemerintah
adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah
dalaxn rangka penerbitan dan/atau pembelian
kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara
Pain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum interraasional
dan jasa agen penukar/pembeli.

Hunxf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

~ya~ (5J
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup j~las.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cul~up jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat_(1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .. .
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A~at (2j

Huruf ~

Cukup jelas.

Huruf b

Pendapatan dumber Daya Alam Nonmigas yang bersumber dari
sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target
penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk
pengamanan kelestarian hutan.

Ayat (3) - _

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sambil menttnggli dilakukannya perubahan ata~ Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang
bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha
perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui
mekanisme pengelolaan berdasarkan keten~uan peraturan
perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang
perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewei~angan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham dan pengavtasan Pemerintah dalam
penyelesaian piutang bermasalah pada Badan Usaha Milik Negara
di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan
perund~ng-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasa16

Cukup jelas.

Pasal 7 .. .
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Pasal 7

Cukup jelas.

Pawl 8

Cukup jelas.

Pasai 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cuku}a jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal" adalah status desa yang ditet~pkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Yang dimaksud dengan "desa tertinggal dan desa sangat
tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi" adalah
desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada
kelompok desa desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10
(sepuluhj.

Hui-uf c

Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, lugs wilayah desa, dan tingkat kesulitan
geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang

- dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

Dalam .. .
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Daiam hal data tidak tPr~edia, ~enghitungan Dana Desa
menggunakan data tahun ~ebelumnya dan/atau
menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan
~iimana desa tersebut berada dan/atazi ynenggunakan data
basil pembahasan dengan kementPrsan/lembaga yang
berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pawl 10

Cukup jelas.

Fasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3}

Hurur a

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pusat
sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada
seluruh kabupaten/kota.

Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan,
digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan
prioritas daerah.

Huruf b

DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang
pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tabun 2013 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak yang Niemiliki Peredaran Bruto
tertentu.

Dalam .. .
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Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran

= DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari page alokasi,

dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

cukup jelas.

Ayat (6)

cukup jelas.

Ayat (7)

cukup jelas.

Ayat (8)

Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan

berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari

kabupaten/ kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. _ .

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e .. .
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Huruf e

-Yang dimaksud dengan "penelitian dan pengembangan"
antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan
unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam
j slur. -

~-Iuruf f

Cukup jelas.

Huruf g

~ukup jelas.

Ayat { 10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk
mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar
0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran
pendidikan dasar.

Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi
untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 _~ ~tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang P~merintahan Aceh.

Huruf c

Kefiijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan
kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang
kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan
provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Ayat (11) .. .
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Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Pendapatan Dalam Negeri yang digunakan sebagai
penghitungan page DAU Nasional dihitung
mempertimbangkan realisasi Pendapa~an Dalam Negeri
beberapa ~ahun terakhir.

Ayat (14)

Cukup ,}elas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (Z6)

Cukup jelas.

Ayat (17)

dasar
dengan
dalam

Dukungan pendanaan bagi kelurahan tidak mengurangi
komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan
melalui APBD.

Alokasi DAU tambahan untuk kabupaten/kota diberikan
berdasarkan hasil penilaian dalam rangka penghitunga~ DID pada
kategori pelayanan dasar publik. Kabupaten/kota dengan kategori
baik mendapat alokasi sebesar Rp352.941.000,00 (tiger ratus lima
puluh dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah),
kategori perlu ditingkatkan sebesar Rp370.138.000,00 (tiger ratus
tujuh puluh juta seratus tiger puluh delapan ribu rupiah), dan
katego~ri sangat perlu ditingkatkan sebesar Rp384.000.000,00 (tiger
ratus delapan puluh empat juta rupiah) per kelurahan.

Alokasi DP~U tambahan selanjutnya dibagi secara merata kepada
seluruh kelurahan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20) .. .



~~S-T

u

~~.~

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14-

t~yat (20)

Cukup jelas.

Ayat (21 J

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "DAK Fisik" adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah
dengan tujuan utama untuk membantu mendanai kegiatan
khusus penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar
publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal,
pencapaian prioritas nasional maupun percepatan
pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik
khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan
publik antardaerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "DAK Nonfisik" adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepacra. daerah
dengan tujuan utama untuk mendukung kelancaran
penyelenggaraan pelayanan dasar publik yang menjadi
urusan daerah.

Ayat (2)

Pengalakasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah
tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

Ayat (3}

Cukup jelas.

Ayat (4)_

Cukup jelas.

Ayat (5) .. .



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cutup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup j~l~s.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Aya t (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu
daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, yang terdiri
atas: _ .

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Wajar Tanpa Pengecualian;

b. Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah tepat waktu;

c._ Penggunaan e-government; dan

d. ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian
terhadap perbaikan dan pericapaian kinerja daerah di bidang:

a. Tata kelola keuangan daerah, yang dicerminkan dari kategori
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Pelayanan dasar publik, yang dicerminkan dari kategori:

1. Pelayanan .. .
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1. Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;

2. Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan; dan

3. Felayanan Dasar Publik Bidang Infrastruk~ur;

c. Pelayanan umum pem~rintahan, yang dicexminkan dari
kategori:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Perencanaan Daerah;

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Inovasi Pelayanan Publik;

5. Kemudahan Beru~aha; dan

6. Pengelolaan sampah.

d. Kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari kategori
Kesejahteraan Masyarakat.

Ayat (3)

Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah
dapat berupa antara lain:

a. penyediaan layanan dasar publik;

b. pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana di bidang pemerintahan;

c. peningkatan pelayanan berusaha di daerah; atau

d. peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b .. .
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Huruf b

~ukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "anggaran yang diwajibkan dalam
peraturan perundang-undangan" antara lain anggaran
pendidikan, anggaran kesehatan, alokasi dana desa, dan
iurari jaminan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 1 ~

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

I~uruf d

Perubahan anggaran dimaksud dapat bersumber dari:

1. rupiah .. .
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Z . rupiah murni;

2=-pii~jaman dan hibah luar negeri; dan/atau

3. penerimaan lain yang sah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g -

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "ineligible expenditure" adalah
pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai
dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai
dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksuci dengan "perubahan page Pemberian Pinjaman"
adalah peningkatan page Pemberian Pinjaman akibat adanya
lanjutan Pemberian Pinjatnan yang bersifat tahun jamak,
percepatan penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui
dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian Pinjaman
dan/atau penambahan page Pemberian Pinjaman untuk
penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan atas
transaksi dokumen bukti penarikan pin;aman dan/atau hibah
yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman dan/atau hibah (Notice
of Disbursement-NOD). Perubahan page Pemberian Pinjaman
tersebut tidak termasuk Pemberian Pinjaman baru yang belum
dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2019.

Yang .. .
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Yang dimaksud d~ng~n "closiny~ date" adalah tan~al batas akhir
penarikan Jana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.

f~yat (3)

Perubahan page ini dipergunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pembukuan/Pengesahan atas transaksi dokumen bukti
penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh
pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-NOD).

1~yat (4~

Yang dimaksud dengan "uang muka kontrak kegiatan yang
dibiayai pinjaman luar negeri" adalah Alokasi Rupiah Murni yang
wajib disediakan pemerintah dalam Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Kement~rian/Lembaga Fenggruna Finjaman Luar Ncgcri,

untuk membayar sejumlah tertentu kepada penyedia barang
dan/atau jasa sebagai salah satu persyaratan pengefektifan
kontrak. Tanpa pembayaran uang muka, pinjaman luar negeri

yang perjanjian pinjamannya telah ditandatangani tidak dapat
dicairkan.

Ayat (5)

Yang din~.aksud dengan "dilaporkan Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran

2019" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran

anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum
APBN PeY-ubahan Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Yang dimaksud dengan "dilaporkan Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

tahun 2019" adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran
anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang
tahun 2019 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2019
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

Cukup j~las.

Pasal 21 .. .
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Pasal 21

Ayat (1) _

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dana - Pengembangan Pendidikan Nasional merupakan
akumulasi dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun
sebelumnya sebagai Jana abadi pendidikan (endowment
fund yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan sebagai Sovereign Wealth Ftcnd Pendidikan.

Hasil pengelolaan dana ab~adi pendidikan dimaksud
digunakan untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam
bentuk pemberian beasiswa dan pendanaan riset.

~-iuruf b

Dana Abadi Penelitian merupakan dana yang akan dikelola
oleh lembaga yang akan ditunjuk, dan hasil kelolaannya
digunakan untuk kegiatan pet~elitian.

Bentuk, skema, dan cakupan bidang peneiitian akan c~iatur
lebih lanjut oleh Pemerintah.

Ayat ~4)

Cukup jelas.

Pawl 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "defisit" adalah defisit sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tertang Keuangan Negara.

Ayat (2} .. .
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "krisis pasar Surat Berharga Negara
domestik" adalah kondisi krisis pasar Surat Berharga Negara
berdasarkan indikator Protokol Manajemen Krisis (Crisis
Management Protocol-CMP) pasax Surat Berharga Negara yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penggunaan dana SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN
dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan pada level krisis.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar
keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga
keuangaii memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis
fiskal, apabila Pemerintah hares melakukan upaya penyelamatan
lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN
di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) .. .
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Ayati (4}

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Khusus untuk pemanfaatan sementara saldo kas BLU dilakukan

dengan mempertimbangkan jenis BLU dan efektivitas saldo kas

BLU yang akan dimanfaatkan sementara sehingga tidak

mengganggu operasional dan manajemen kas BLU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang meliputi

perubahan SBN neto, penarikan Pinjaman Dalam Negeri,

dan/atau penarikan Pinjaman Luar Negeri. Penarikan Pinjaman

Luar Negeri meliputi penarikan Pinjaman 'I~nai dan Pinjaman

Kegiatan.

Dalam hal Pinjaman Luar Negeri dan/atau Pinjaman Dalam Negeri

tidak tersedia dapat digantikan dengan penerbitan SBN atau

sebaliknya dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal.

Ayat (4)

Cukup jelas. _.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasa129

Cukup jelas.

Pasal 30 .. .
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Pasa130

Cukup jelas.

Pasa131

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "Dana Kerja Sama Pembangunan
Internasional" adalah dana yang dialokasikan untuk pembentukan
dana abadi yang bertujuan untuk ~nenjamin keberlangsungan program
kerja sama pembangunan internasional sebagai bentuk partisipasi
Indonesia dalam pengurangan kemiskinan global, misi kemanusiaan,
pelaksanaan politik luar negeri, dan pemberdayaan ekonomi nasional
yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan ~Jmum di E3ic~ang
pengelolaan dana kerja sama dan bantuan pembangunan
internasional.

Pasa133

Ayat (1)

Salah satu upaya pemerintah mev~ujudkan kedaulatan pangan
adalah dengan cara meningkatkan kualita.s dan kuantitas produk
pangan melalui peningkata~ penelitian, pengembangan, dan
penyediaan benih perkebunan. Untuk itu, perlu dilakukan
penyertaan modal negara kepada PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) yang berasal dari barang milik negara Kem~nterian
Pertanian yang dimanfaatkan oleh PT Riset Perkebunan Nusantara
berdasarkan usulan yang diajukan oleh Kementerian Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasa134

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Barang Milik Negara" yaitu berupa tanah
dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan .. .
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Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada Badan Usaha Milik Negara

meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan

keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang telah

diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Somber Daya

Mineral untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasa135

Ayat (1)

Ketentuan mengenai penjaminan Pemerintah untuk masing-
masing program diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaksanaan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja
lama Pemerintah dengan badan usaha hanya dibatasi pada
proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dengan
penanggung jawab proyek kerja sama adalah Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik
Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f .. .



~~ -

1~'

~~.~

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25-

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan
pelaksanaan proyek strategic nasional dibatasi hanya pada
proyek strategis nasional yang telah memperoleh surat
jaminan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dengan
peraturan Menteri Keuangan mengenai testa cares pemberian
jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan
proyek strategis nasional.

Huruf h

Pemberian jaminan Pemerintah untuk percepatan
pemban~unan infrastruktur ketenagalistrikan dibatasi
hanya pada proyek yang telah memperoleh jaminan
pinjaman oleh Pemerintah kepada kreditur sehubungan
dengan pembayaran kembali pinjaman PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) selaku pelaksana penugasan
pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Ayat (3)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah
ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran
kewajiban penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam
satu tahun anggaran di messes yang akan datang, menjamin
ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin
pembayaran klaim secara tepat waktu dan memberikaii kepastian
kepada pemangku kepentingan (termasuk kreditur/investor).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36 .. .



~~ ,

1':

~~.~

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26-

Pasa136

Ayat (1) =

Pengeluaran melebihi page anggaran antara lain dapat disebabkan

oleh:

1. Kondisi ekonomi makro yang tidak sesuai dengan kondisi yang
diperkirakan pada saat penyusunan APBN Perubahan
dan/atau laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester
Pertama Tahun Anggaran 2019;

2. Dampak dari restrukturisasi utang dalam rangka pengelolaan
portofolio utang;

3. Dampak dari percepatan penarikan pinjaman;

4. Dampak dari transaksi Lindung Nilai atas pembayaran bunga
utang dan pengeluaran cicilan pokok utang; dan / atau

5. Dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang.

Ayat (2)

Pelaksanaan transaksi Lindung Nilai dilaporkan Pemerintah dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban yang timbul dari transaksi Lindung Nilai bukan
merupakan kerugian keuangan negara karena ditujukan untuk
melindungi pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan
pokok utang dari risiko fluktuasi mata uang dan tingkat bunga.
Selain itu, transaksi Lindung Nilai tidak ditujukan untuk spekulasi
mendapatkan keuntungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) .. .
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Ayat (2)

Penga~;iran mengenai penyelesaian piutang instansi Pemerintah
termasuk mengenai tata cara dan kriteria penyelesaian piutang
eks-BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasa140

Ayat (1)

fang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah keadaan yang
menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang
berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dan adanya
perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari
pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi bahan bakar
minyak dan listrik, serta belanja lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan ~proyeksi" adalah proyeksi
pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (sates- _,persen) di
bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro
lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali
prognosis lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima
persen).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal
hasil (yielc~ SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil
secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN,
_yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan
parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis
Management Protocol-CMP) pasar SBN.

Ayat (2) .. .
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3J

Yang dimaksud "karena suatu dan lain hal belum dapat

ditetapkan" adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam
rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam

setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Penjamin Simpanan mengalami
kesulitan likuiditas" adalah dalam hal perkiraan kas yang dapat
diperoleh dari sumber daya keuangan Lembaga Penjamin
Simpanan tidak mencukupi pada saat kebutuhan dana hares
dipenuhi oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4J

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "karena suatu dan lain hal belum dapat
ditetapkan" adalah apabila Badan Anggaran belum dapat
melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam
rapat kerja, dalam waktu 1x24 (sate kali dua puluh empat) jam

setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) .. .
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Ayat (7)

Cuku~s j elas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasa143

Cukup jelas.

Pasa144

Cukup jelas.

Pasa145

Huruf a

Penetapan tingkat kemiskinan sesuai dengan metodologi
penghitungan Gans Kemiskinan Nasional yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6263
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LANit IRAN I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

(Ribuan Rupiah)

ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGAR.AN

1 Pembiayaan Utaag

1.1 Surat Berharga Negara (Neto)

1.2 Pinjaman (Neto)

1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

1.2.1.1 Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

1.2.1.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

1.2.2 Finjaman Luar Negeri (Netoj

1.2.2.1 Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

1.2.2.1.1 Pinjaman 1~.inai

296.000.236.667

359.250.583.103 '.

388.957.891.000

-29.707.307.897

482.419.505

1.956.367.535

-1.473.948.030

-30.189.727.402

60.280.479.702

30.000.000.000

1.2.2.1.2 Pinjaman ...
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1.2.2.1.2 Pinjaman Kegiatan 30.280.479.702

1.2.2.1.2.1 Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat 23.700.791.191

1.2.2.1.2.1.1 Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga 23.304.695.566

1.2.2.1.2.1.2 Finjaman Kegiatan Diterushibahkan 396.095.625

1.2.2.1.2.2
~njaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik 6.579.688.511
Negara/Pemerintah Daerah

1.2.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri -90.470.207.104

2 Pembiayaan Iuvestasi -75.900.341.459

2.1 Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara -17.800.000.000

2.1.1
Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik _6.500.000.000
Negaza (Persero)

2.1.2
Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya _ 10.500.000.000
(Persero)

2.1.3
Penyertaan Madal Negara kepada PT Sarana Multigriya _g00.000.000
Finansial (Persero)

2.2 Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya -2.500.000.000

2.2.1
penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan _2.500.000.000
Ekspor Indonesia (LPEI)

', 2.3 Investasi kepada Badan Layanan Umum -53.190.000.000

i 2.3.1 Dana Bergulir -8.200.000.000

2.3.1.1
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan -5.200.000.000~PPDPP~

2.3.1.2 Pusat ...
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2.3.1.2 Pusat Investasi Pemerintah (PIP) -3.000.000.000

2.3.2 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) -20.000.000.000

2.3.3 Lembaga Manajernen Aset Negara (LMAN) -22.000.000.000

2.3.4
~~baga Dana Kerja Sawa Pembangunan Internasional _2,000.000.000
(LDKPI)

2.3.5 Dana Abadi Penelitian -990.000.000

2.4
Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan _2,410.341.459
Internasional/Badan Usaha Internasional

2.4.1 Islamic Development Bank (IDB) -87.216.265

2.4.2
The Islamic Corporation for the Development of Private -44.525.029
Sector (ICD) ~

2.4.3 International Ftiind for Agricultural Development (IFAD) -45.000.000

2.4.4 International Development Association (1DA) -217.300.000

2.4.5 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) -2.016.300.165

3 Pemberian Pinjamaa -2.350.004.97?

3.1.
~njaman kepada Badan Usaha Milik _2,350.004.977
Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/ Badan Lainnya

3.1.1.
~~~an kepada Badan Usaha Milik

Daerah
_2.350.004.97?

Negara/ Pemerintah (Neto)

3.1.1.1
Pin'aman ke ada Badan Usaha Milik

I
-6.579.688.511

Negara/ Pemerintah Daerah (Bruto)

3.1.1.2 I Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada I 4.229.683.534
~ Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

4 Pembiayaan ...
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4 Pembiayaan Lainnya 15.000.000.000

4.1 Saldo Anggaran Lebih 15.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

Bidang Hukum dan

Q~pN S ~ g-undangan,

~~~~~I 9~ 1 ~ ~

W

Lestari
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LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPLJBLIK INDONESIA

NOIVIOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2019

(I2ibuan Rupiah) ~

A. PEAIDAP~TAhT rTI~GAgtAAI

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

II. F'EIVERIMAAN HIBAH

B. BEI.ANJA rTEGARA

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

C. KE~EIMBANGAIJ PRIMER

D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN ~A - B)

Deficit Anggaran terhadap PDB

2.165.111.815.814

2.164.676.505.814

1.786.378.650.376

378.297.855.438

435.310.000

2.461.112.OS2.481

1.634.339.518.949

826.772.533.532

-20.114.968.787

-296.000.236.667

-1,84

E. PEMBIAYAAN ...
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E. PEMBIAYAAN l~1TGGARAN (Y + II +III + N) 296.000.236.667

I. PEMBIAYAAN UTANG 359.250.583.103

II. PEMBIAYAAN INVESTASI -75.900.341.459

III. PEMBERIAN PINJAMAN -2.350.004.977

IV. PEMBIAYAAN LAINNYA 15.000.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,

uti Bidang Hukum dan
~~~~PN SEKI~~ 9' dang-undangan,

~o'~'' q,' ~ .

* ~ /1/

Sihwati Lestari


